KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

NOMOR : PJ.1539. TAHUN 2023
NOMOR : NK-197/1.02/PPATK/12/2023

Pada hari ini Jum’'at, tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(01-12-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI . Selaku Menteri Perhubungan Republik
Indonesia, yang diangkat berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun
2019, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Perhubungan, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. IVAN YUSTIAVANDANA . Selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, yang  diangkat
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021,
berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor
35 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.




PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang mempunyai tugas mencegah
dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang;

c. bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan
integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang penanganannya
memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk kerja sama antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

d. bahwa Kementerian Perhubungan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian
Perhubungan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme Nomor PJ.10 Tahun 2017, Nomor NK-
106/PPATK/06/2017, yang jangka waktunya selama lima tahun dan telah berakhir
pada 9 Juni 2022;

e. bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan Terorisme, PARA PIHAK sepakat
untuk memperbaharui kerja sama dimaksud,

f. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme memeriukan Kerja Sama yang efektif dalam
bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian
dalam hal adanya keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan
Kementerian Perhubungan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tara Cara Pelaksanaan
Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan.
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Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak
pidana pendanaan terorisme yang akan dilakukan olenh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan langkah-langkah untuk
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pertukaran informasi;

2. sosialisasi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;

4. pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

pendanaan terorisme;

analisis kajian strategis atau penelitian;

pemanfaatan sistem teknologi informasi; dan

kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian
Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan
ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA
PIHAK.

Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG

(1) Untuk menunjang pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama
ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung.

(2) Pejabat penghubung PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan. ‘ _

(3) Pejabat penghubung PIHAK KEDUA adalah Direktur Strategi dan Kerja Sama

#Ar Y




Dalam Negeri.
(4) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung, masing-masing pihak
menyampaikan surat pemberitahuan perubahan pejabat penghubung tersebut.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani olen PARA PIHAK untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA
PIHAK.

(2) PARA PIHAK melakukan pembahasan atau memberikan rancangan
perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama
sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut
wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya,
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama.

(5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
secara efektif setelah adanya pemberitahuan dari PARA PIHAK.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan
keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama
ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dinyatakan terbuka.

(2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi
dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data

sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
(3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi

PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, berdasarkan tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang disepakati
olen PARA PIHAK.
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(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PARA PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan
Bersama ini.

Pasal 9
ADENDUM

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam
Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh
salah satu pihak dan dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.

(2) Pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, Kesepakatan Bersama
antara Kementerian Perhubungan dan PPATK tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme Nomor PJ.10 Tahun 2017, Nomor NK-106/PPATK/06/2017 dinyatakan
tidak berlaku.

(3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, A’-\* PIHAK KEDUA, }/
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BUDI KARYA SUMADI

IVAN YUSTIAVANDANA




